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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki 

hak,wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara 

mandiriurusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah 

daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan 

pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang 

terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian 

kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. UndangUndang 

No 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan 

keuangan daerah serta pertangggung jawabannya menyebutkan 

pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 

komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, 

informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini 

kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Oleh 
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karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan  sesuai dengan kebutuhan para pemakai.  

Nilai informasi yang baik harus memiliki karakteristik kualitatif yang 

disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Pemerintahan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: (1) Relevan, (2) Andal, 

(3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami (Dewi et al, 2014). 

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum 

menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak 

penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat 

tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance government) meningkat. Hal itu juga yang  telah mendorong 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi 

dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan (Zuliarti 2012). 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang 

atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia 

yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas 

dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi 

pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi 

di dalam penyusunan laporan keuangan salah satunya yaitu sistem akuntansi 

(Roviyantie, 2011 dalam Setyowati dan Isthika 2014).  
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan 

mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Ketika Badan 

Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap 

Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahawa Laporan Keuangan suatu 

organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. 

Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak 

Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi 

Pendapat (TMP). 

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan 

apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria 

kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 1 Tahun 

2004) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem 

akuntansi. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan 

keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Dalam hal inikompetensi sumber daya manusia 

memilik peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan 
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mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang 

dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya 

dalam hal menyelesaikan tugas tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 

dalam Wati et al 2014). 

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi 

dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki 

kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, 

dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu 

dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga.Dengan adanya kompetensi sumber 

daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal 

ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan  dan 

pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan sehingga laporan keuangan 

yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat padawaktunya. Semakin cepat 

laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan 

keputusan(Mardiasmo, 2002: 146 dalam Wati et al, 2014). 

Faktor kedua yang mempengaruhi mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan 

peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan 

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban 
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pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 

Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2007) dalam Zuliarti 2012 

menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh  

terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah kota Palembang merasakan manfaat 

penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor  

publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi  

informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, karena pada 

umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan 

dalam membantu kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan 

masyarakat. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah 

daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan 

perundangundangan. Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh 

Badan Pengawas Keuangan (BPK), salah satu masalah yang perlu diperhatikan 

adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan 
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tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan 

mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan 

daerah. ( Dewi et al, 2014) 

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah peran internal audit. Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) harus dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses 

akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

 Inspektorat sebagai auditor  internal pemerintah daerah diharapkan dapat 

membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan handal. Menurut Institute Of Internal Auditor (1999) dalam  Diani 

(2014) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, 

keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah  

dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit  membantu  

organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang  

sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 

proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Isthika (2014). Dalam penelitian 

tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Semarang, yaitu pemanfaatan 

sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia 
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dan peran internal audit. Dalam penelitian ini peneliti menambah variable 

independen yaitu sistem pengendalian intern dan studi empiris dalam penelitian 

ini adalah Pemerintah Kabupaten Tegal. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER 

DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN PERAN 

INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Tegal)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  permasalahan  yang 

hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah?  

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 

daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?  

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

4. Bagaimana pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:  
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1. Untuk menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Untuk menganalisa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Untuk menganalisa pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat  lebih memahami pengaruh kapasitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem 

pengendalian Intern ,dan peran internal audit terhadap keterandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta menambah 

wawasan penulis dalam bidang sektor publik. 

2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak 

yang terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  bagian 

akuntansi  agar  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  akuntansi  

dengan baik  yang  akhirnya  bermuara  pada  dihasilkannya  laporan  

keuangan pemerintaah daerah yang andal dan tepat waktu. 
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3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti 

selanjutnya  yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah 

yang dibahas. 


